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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR35 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 139 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kementerian 

Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Bagian Layanan 

Pengadaan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal 

mempunyai tugas fungsi sebagai penyelenggara 

pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 

  b. Bahwa dalam rangka penyelarasan tugas fungsi 

penyelenggara pelaksana pelayanan pengadaan 

barang/jasa di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, 

perlu dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

karena secara tugas dan fungsi Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian 
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Dalam Negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi 

Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 24 Maret 2016. 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

       ttd 

 

TJAHJO KUMOLO 

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 April 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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